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               BAB V 

                                        Kesimpulan dan Saran 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan, wawancara, 

serta analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab – bab 

sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan. 

1. Faktor Yuridis Normatif yang mendasari kurangnya penanaman di 

Provinsi Sumatera Barat, antara lain sebagai berikut : 

a. Peraturan yang antinomi mengenai hak tanah ulayat merupakan 

faktor yuridis kurangnya penanaman modal di Provinsi Sumatera 

Barat. Investasi yang membutuhkan penggunaan lahan tidak 

sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan 

masyarakat enggan untuk menyediakan lahanya bagi para investor 

dan megakibatkan calon investor merasa tidak memiliki 

kenyamanan dalam berinvestasi lalu dapat berakibat pada 

pendapatan asli daerah. Disamping untuk memperoleh keuntungan 

dan mengembangkan peluang yang ada perusahaan datang kesuatu 

daerah juga memiliki misi untuk membangun. Tidak ada 

perusahaan yang datang kesuatu tempat untuk berkonflik dengan 

masyarakat. 
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b. Secara Umum Peraturan yang ada saat ini kurang mendukung, 

namun Gubernur Provinsi Sumatera Barat berusaha menjembatani 

masalah tersebut melalui dikeluarkanya Peraturan Gubernur 

mengenai hak ulayat. Di sisi lain, pelaksanaan pendaftaran tanah 

bukan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sedangkan 

kantor pertanahan tidak memiliki peraturan untuk mewujudkan 

pendaftaran tanah ulayat.  

2. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal 

yang diterapkan di BKPM Provinsi Sumatera Barat tidak sama dengan 

pola pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang 

dilakukan oleh BKPM Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat lebih tertinggal karena proses 

perizinan tidak langsung dilayani di dalam satu gedung yang sama . 

B. Saran 

1. Kedepanya diperlukan koordinasi bagi pemerintah daerah, badan 

pertanahan, dan badan koordinasi penanaman modal di Provinsi 

Sumatera Barat, agar terjadi kepastian baik bagi para penanam modal 

dan masyarakat adat di daerah tersebut guna terjadinya peningkatan 

investasi. Guna menciptakan mekanisme penggunaan tanah ulayat bagi 

kegiatan penanaman modal bagi Provinsi lain di Indonesia yang lebih 

memberikan kepastian hukum dan keadilan, baik bagi para investor 

dan masyarakat, perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang – 

undangan yang lebih memberikan dukungan bagi investasi sekaligus 
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membawa kesejahteraan rakyat. Instrumen hukum ini sebaiknya 

mengatur secara rinci hal – hal yang berkaitan dengan syarat – syarat 

penggunaan lahan, jangka waktu, peralihan lahan, serta mekanisme 

penyelesaian sengketa. 

2. Seharusnya pola pelayanan terpadu satu pintu terintegrasi di dalam 

satu tempat atau gedung dimana instansi atau SKPD yang terkait 

berada di satu gedung. Melalui perwakilanya yang sudah diberikan 

kewenangan untuk menandatangani dan mengeluarkan suatu perizinan, 

di BKPM provinsi Sumatera Barat dalam hal pengurusan izin sektor 

tidak hanya sebagai pintu masuk dan pintu keluar dari perizinan sektor 

tersebut. 

3. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan harus lebih digalakkan 

oleh perusahaan, agar masyarakat tahu tentang adanya kewajiban 

tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak merasa dirugikan oleh 

adanya kegiatan penanaman modal di sekitar mereka. Disamping itu 

ketersediaan Sumber daya manusia yang terlatih, profesional perlu 

untuk diperhatikan. Manajemen pengembangan sumber daya manusia 

di dalamnya perlu mendapatkan perhatian yang baik demi kelancaran 

dan menghadapi kemungkinan masalah penanaman modal kedepanya. 
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